
PERJANJ:AN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTiKA KELAS IIA PANGKALPINANG
KANTOR VViLAYAH KEMENTR:AN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

DAN

D:NAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADu SATU PiNTU DAN TENACA KERJA
KOTA PANGKALPINANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEND:DiKAN DAN PELA丁 :HAN KETERAMPILAN BAGI WARCA
BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTlKA KELASllA PANGKALPiNANG

NOM10R   :W7.PAS.PAS.4.-3ダ 7-PK.05.03 Tahun 2022

NOMOR   :563ノ ■1ノPKS/DPMPTSP&NAKER/1/2022

Pada hariini Kanlis tanggal Tuluh Bulan Apri:Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua(07-04…
2022)beierTlpat di Dinas PenanaFTlan MOdal,Pelayanan Terpadu satu Pintu Dan Tenaga Kela
lくOta lDangkalpinang,karni yang benanda tangan dibavvah ini:

1.SUGENG HARDONO,A.Md.IP,S.H.,MM : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas llA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan
Pengayoman Lintas Timur ll Selindung
Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik lndonesia
Nomor : SEK-71.KP.03.03 TAHUN 202A dalam
jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas llA
Pangkalpinang yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2.SYAFEl,S.E. Pelaksana Harian Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan

188.45/040/BKPSDMDIAI2A22 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang berkedudukan di

Jalan Basuki Rachmad Kelurahan Sriwijaya
Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinangyang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU yang selanjutnya disebut LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) adalah
tempat untuk melaksanakan Pembinaan Kemandirian Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

c. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54
dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana
dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.

d. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk menyiapkan
lnstruktur, membuat laporan pelatihan dan pemberian sertifikat dalam rangka Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas llA Pangkalpinang.

e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan Kegiatan Pendrdikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d
diatas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut .

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil
Kegiatan lndustri di Lapas;

9. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola
Pembinaan Narapidana;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana
Penunjang Pembinaan Narapidana dan lnsentif Karya Narapidana;

'11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyararakatan;

12. Keputusan DirekturJendral Pemasyarakatan, Nomor: PAS-03.PR.01.01 Tahun 2020 Tanggal
21 Januari 2020 Tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2O2O',

13. Rancangan KUHP Versi Tahun 2A12 Pasal 54 dinyatakan bahwa Pemidanaan Antara lain
untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang
biak dan berguna.
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PARA PIHAK dengan ini sepakat mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama
tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas llA Pangkalpinang, dengan
ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama iniyang dimaksud dengan ,

(1) Pelatihan Keterampilan adalah suatu usaha yang terencana secara berkesinambungan untuk
memfasilitasi pembelajaran tentang keahlian terapan tertentu

(2) Peserta pelatihan adalah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Pangkalpinang

(3) Elegibilitas adalah keabsahan peserta dalam mendapatkan manfaat pelatihan keterampilan.

BAB::
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa1 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam
penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi Peserta PIHAK KESATU yang menjadi warga
binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas llA Pangkalpinang.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar PARA
PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi peserta PIHAK KESATU
yang menjadiwarga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas llA Pangkalpinang.

BAB Ill

OBJEK DAN RUANG LiNGKUP

Pasa1 3

(1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas llA Pangkalpinang.

(2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi peserta
PIHAK KESATU yang menjadi warga binaan lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas llA
Pangkalpinang meliputi :

1) Pelatihan keahlian ilmu terapan tertentu selama periode waktu tertentu.
2) Pemberian sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pengujian

BAB iV
PROSEDUR PELAKSANAAN PELAT:HAN

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mengirimkan data peserta pelatihan keterampilan kepada PIHAK KEDUA
(2) PIHAK KESATU memberikan informasi waktu penyelenggaruan pelatihan keterampilan

kepada PIHAK KEDUA
(3) PIHAK KESATU mengkonfirmasi keikutsertaan peserta dalam pelatihan keterampilan sesuai

dengan jadwal yang diberikan.
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(4)PIHAK KEDUA rrlelaksanakan pelatihan keteramp‖ an sesual dengan iadwal yang diberikan
PiHAK KESATU.

(5)Pelatihan SebagairΥlana dirnakSud di atas d‖aksanakan oleh PiHAK IKEDUA sarnpal dengan
Pennberian Settifikat bagi peserta pelatihan keterarnpilan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban
sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Hak PIHAK KESATU
1. Mendapatkan pelatihan keterampilan dari PIHAK KEDUA
2. Menerima Laporan mengenai pelaksanaan pelatihan
3. Menerima Sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus

b. Kewajiban PIHAK KESATU
1. Menyediakan data nama peserta pelatihan keterampilan
2. Menyediakan data dan informasiselama masa pelatihan
3. Membayar honor instruktur pelatihan
4. Menyiapkan sarpras dan biaya-biaya selama pelatihan

c. Hak PIHAK KEDUA
1. Mendapatkan data nama peserta pelatihan keterampilan
2. Mendapatkan data dan informasi selama pelatihan

d. Kewajiban PIHAK KEDUA
1. Menyediakan tenaga pengajarlinstruktur selama pelatihan
2. Memberikan pelatihan keterampilan kepada peserta
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
4. Memberikan sertifikat bagi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus

rnasing―nlasing

BAB VI
KORESPONDENSl

Pasa1 6

(1)PARA P:HAK Inenuttuk penghubung yang bettugas memperiancar pelaksanaan Pe」 attian
Keria Salmla ini.

(2)Penghubung sebagairnana dirnaksud pada ayat(1)ditentukan sebagai berikut:
a.PIHAK KESATU

Lenlbaga lDennasyarakatan Narkotika lく elas iI A Pangkalpinang,
Alannat      i Jalan IDengayOnnan Lintas‐「 irnur ll Selindung― Pangkalpinang
Faksimile   i‐
‐
relepon     i(0717)9115681

b.PiHAK KEDUA
Dinas Penanarnan MOdal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Ketta
Alamat     :Jalan Basuki Rahmat
Faksirnile    :(0717)436775
・

T・elepon     :(0717)436775

(3)Apabila ada penggantian peiabat penghubung disannpalkan rnelalui surat resrni
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BAB Vil
JANGKAヽⅣAKTU

Pasa1 7
(1) Perjanjian Kerjasama Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya surat

perlanり lan in:

(2) Perjanjian K"!-r_ 91I! ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih Oanulu dilakukan k6ordinasi selambat-lambatnya
1 (satu) minggu sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian Kerja sama
ini apabila diperlukan sekurang kurangnya selama 3 (tiga) bulan.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA
( FORCE MAJEURE)

Pasal g

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang
terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan i;imenyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunAi
pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Force Majeure tersebut meliputi
banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatikan), pemberontakan
umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah ying berpengaruh secara langsung
terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure , maka Pihak yang terhalang untuk
melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force
Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut fteplOa pihak yang
lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat teijaainya periitiwi
Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari peja'bat yang berwenang yang
menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang ie$na Force lri+rri
wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melJksanakan kewajibannya
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force tr,taieuie
berakhir.

(3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang meng:lgf l[qt* Majeure akan melebihiJangka *aftu 30 (tiga putuh) hari
kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau re,mOatijangka wlftu perjanjian Kerja
Sama ini.

BAB X
ADENDUM

Pasal 10

(1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan
perubahan atau tambahan (addendum) dengan persetujuah pnRA PIHAK

(2) Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kerja Sama ini
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a. Jangka waktu perjanjian berakhir
b' Dikehendaki oleh satih satu Pihak dengan persetujuan pihak lainnya atau wanprestasi(2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagiimana aim'aLsud pada ayat (1) maka pengakhiranPerjanjian ini tidak mempengaruni naf Jari ilil;an masing-masing pihak yang betumdiselesaikan akibat adanya perjanjian ini(3) Pihak yang menghendaki peniakhiran Perjanjian sebetum berakhirnya jangka waktuPerianjian, wajib memberitahukai secara tertulis kepaoa pihak rrinnva ,"kurang-kurangnya30 (tiga puruh) hari kerja seberum tanggar p"ngr[nir"I oixenenoati(4) Apabila sampai dengin selambat-la-riuainva'7 tiqurry rrari kerja sejak surat pengakhiransebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima olin'iidar ,0, iJngg"Gn maka pihak yangmenerima pemberitahuan tersebut oianggap terin menyetului pengakhiran tersebut(5) 
[:ffiitg:?XrPerjanjian 

ini mensesamfinsxan ketentuan i,aiar izso xitao undans-undans

(1)Pelattian ini berakhir karena

PIHAK KESATU
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

SUGENG ,A,Md」 P,s.H"MM

BAB XI
PENGAKHiNAT PERJANJIAN

Pasa1 11

BAB Xl:
PERSEL:SiHAN

Apabila dikemudian hariterjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaanPerianjian Kerja sama-ini, penyeiesaian perselisihan akan diselesaikan or"n ienn PIHAK secaramusyawarah untuk mufakat.

PaSa1 12

BAB X‖ I

PENUTUP

PaSa1 13

PIHAK KEDUA
PELAKSANA HARIAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL,PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU DAN TENACA KERJA
KOTA PANGKALPINANG,

METERAI
TEMPEL

Pettanilan Keria lSanna ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagairnana disebutkan
pada bagian aVVai naSkah lPettanjian lく

eria lSarna ini yang dibuat dalarn rangkap 2(dua)di atas
kertaS bermaterai Cukup dan rneFFlpunyal kekuatan hukurn yang sarrla untuk PARA PiHAKI.
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